














Mengukur Kematangan Melalui Behavior Organisasi

Good Practices

Capability 1

Capability 2

Capability 3

Outcome
KPI
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t Capability : Kemampuan untuk melaksanakan sesuatu secara rutin

Good Practice : Cara melaksanakan proses pengadaan terbaik

Outcome : hasil / manfaat dari kegiatan pengadaan







Pengelolaan
registrasi penyedia
dan pembuktian
kualifikasi
penyedia



Menjadi rujukan arah pengembangan kapabilitas
organisasi ke depan



Kata RESIKO diganti dengan RISIKO 
(sesuai EYD KBBI)



SK Panitia
Pengadaan



Dokumen
Regulasi yang 
berisi Tugas dan
Fungsi
Pemilihan
Penyedia

Pendampingan Pelaksanaan Kontrak



1. Dokumen Anjab & ABK 

untuk Personel/ 

Pelaksana yang 

Melaksanakan Pemilihan

Sudah ada penempatan seluruh SDM Pengadaan sesuai dengan
Anjab dan ABK

Mohon Penyesuaian LKPP terhadap konten level Esensi













PANDUAN PENGISIAN TINGKAT KEMATANGAN
MELALUI APLIKASI SIUKPBJ



PENDAFTARAN

1. Klik menu “Pendaftaran”

2. Isi seluruh data pendaftaran

3. Unggah SK/ST Admin SIUKPBJ

4. Klik “Register” untuk mengirim data pendaftaran

*Note :

 Dokumen yg diunggah hanya format PDF/JPG

 Data pendaftaran akan diverifikasi oleh admin aplikasi

LKPP dan pengguna akan menerima email notifikasi

data verifikasi pendaftaran



LOGIN

1. Klik menu “Masuk”

2. Masukan “Email, Password dan Kode Captcha”

3. Klik “Login” untuk login ke dalam aplikasi

SIUKPBJ

*Note:

Hanya akun yang telah diverifikasi oleh admin

SIUKPBJ LKPP yang dapat melakukan login



PENGISIAN PROFIL UKPBJ (1)

1. Klik menu “Profil UKPBJ”

2. Pilih sub menu “Profil” untuk mengisi data 

profil UKPBJ

3. Isi seluruh data profil UKPBJ



PENGISIAN PROFIL UKPBJ (2)

Klik “Simpan” untuk menyimpan data profil

UKPBJ

*Note:

Seluruh data profil UKPBJ dapat dilihat di

menu Peta Persebaran



PENGISIAN KEMATANGAN UKPBJ (1)

1. Klik menu “Kematangan”

2. Pilih sub menu “Pengisian 

Penilaian Mandiri”

3. Klik “Isi” pada masing-masing 

Variabel untuk melakukan 

pengisian data kematangan

*Note:

pengisian kematangan dapat 

dilakukan secara parsial



PENGISIAN KEMATANGAN UKPBJ (2)

Contoh pengisian kematangan variabel 

Manajemen Pengadaan:

1. Pilih opsi level kematangan “Kondisi 

Saat Ini” (contoh: level 3)

2. Isi “Uraian Kondisi Saat Ini”

*Note: 

 Opsi pilihan 1-5 merupakan level 

kematangan (Inisiasi, Esensi, Proaktif, 

Strategis, Unggul)

 Pilih opsi sesuai dengan kondisi terkini



PENGISIAN KEMATANGAN UKPBJ (3)

Klik “Unggah File” untuk unggah 

dokumen bukti dukung

*Note: 

 Dokumen yg diunggah hanya 

format PDF/JPG max 5 MB

 Contoh: Jika kondisi kematangan 

saat ini memilih level 3, maka bukti 

dukung level 1, 2 dan 3 wajib 

diunggah

 Seluruh bukti dukung wajib 

diunggah



PENGISIAN KEMATANGAN UKPBJ (4)

1. Pilihan “Target Kondisi Tahun Depan” otomatis 

naik satu level dari pilihan “Kondisi Saat Ini”

2. Isi “Uraian Kondisi Target” tahun depan

3. Klik “Simpan” untuk menyimpan pengisian

4. Klik “Kembali” untuk kembali ke halaman awal 

pengisian kematangan



PENGISIAN KEMATANGAN UKPBJ (5)

1. Klik “Ubah” untuk mengubah pengisian  

kematangan

2. Klik “Kirim” untuk mengirim pengisian ke 

Verifikator LKPP

3. Klik “Lihat” untuk melihat data pengisian 

kematangan

4. Klik “Perbarui” untuk memperbarui ke 

level kematangan berikutnya

Keterangan Status:

 Terisi: pengisian kematangan sudah diisi

 Menunggu Verifikasi: pengisian 

kematangan sudah dikirim ke Verifikator 

LKPP 

 Revisi: pengisian kematangan harus 

direvisi karena masih belum sesuai

 Terverifikasi: pengisian kematangan 

sudah sesuai dan sudah diverifikasi oleh 

verifikator LKPP

 Pembaharuan: pengisian kematangan 

diperbarui ke level berikutnya



DASBOR UKPBJ

1. Klik menu “Dasbor”

2. Pilih sub menu “Dasbor 

UKPBJ” untuk melihat 

kesimpulan level kematangan

3. Kesimpulan level 

kematangannya adalah:          

“5 dari 9”

Artinya ada 5 variabel yang 

sudah mencapai kriteria CoE 

(Center of Excellence) atau level 

3 (proaktif)



HASIL PENGISIAN PENILAIAN MANDIRI

1. Klik menu “Kematangan”

2. Pilih sub menu “Hasil Pengisian 

Penilaian Mandiri” untuk melihat 

rangkuman pengisian 

kematangan

3. Dokumen bukti dukung yang 

sudah terverifikasi dapat 

diunduh







LAMPIRAN SKB KPK, KSP, KEMENDAGRI, BAPPENAS, KEMENPANRB 
TENTANG AKSI PENCEGAHAN KORUPSI 2019 -2020 

No AKSI
PENANANGGUNG

JAWAB

INSTANSI

TERKAIT

KRITERIA

KEBERHASILAN 
UKURAN KEBERHASILAN 

7 Peningkatan

Profesionalis

me Dan 

Modernisasi 

Penagdaan 

Barang Dan 

Jasa

1. LKPP

2. Kementerian Dalam 

Negeri

3. Kementerian PAN 

dan RB

4. Seluruh Pemerintah 

Daerah

Seluruh 

Kementerian/

Lembaga dan 

Pemerintah 

Daerah 

Tercapainya 

tingkat

kematangan 

UKPBJ minimal 

level 3 di 100 

Kementerian/Lem

baga/Pemerintah 

Daerah (34 

Provinsi, 12K/L 

dan 54 

kabupaten/kota)

1. Terbitnya regulasi tentang pembentukan UKPBJ di 

kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.

2. Terbentuknya UKPBJ struktural di Kementerian/Lembaga 

dan Pemda.

3. Terpenuhinya jabatan fungsional pengadaan di setiap 

Kementerian/Lembaga dan Pemda.

4. Dialihkannya seluruh anggota Pokja pengadaan barang dan 

jasa di Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah menjadi 

pejabat fungsional pengadaan di UKPBJ.

5. Dilaksanakannya pengukuran kematangan Unit Kerja 

Pengadaan Barang dan Jasa di 100 Kementerian/Lembaga dan 

Pemerintah Daerah



No
AKSI

PENANGGUNG 

JAWAB
INSTANSI TERKAIT

KRITERIA 

KEBERHASILAN

UKURAN 

KEBERHASILAN

UKURAN 

KEBERHASILAN B03, 

B06, B09, B12, B15, 

B18,B21, B24 

DATA PENDUKUNG

1 2 3 4 5 6 (Final) 9

A KEUANGAN NEGARA
Peningkatan 

Profesionilitas dan 

Modernisasi

Pengadaan Barang 

dan Jasa

1.  Lembaga 

Kebijakan 

Pengadaan 

Barang/Jasa 

Pemerintah

2. Kementerian 

Dalam Negeri

3. Kemen 

Pendayagunaan 

Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi

4. Seluruh 

Pemerintah Daerah

Seluruh 

Kementerian/Lembaga dan 

Pemerintah Daerah

Tercapainya tingkat 

kematangan Unit 

Kerja Pengadaan 

Barang dan Jasa 

minimal pada level 

3 di 100 

Kementerian, 

Lembaga, 

Pemerintah Daerah 

(34 Provinsi, 12K/L 

dan 54 

kabupaten/kota)

1. Terbitnya regulasi 

tentang pembentukan 

UKPBJ di 

Kementerian/Lembaga 

dan Pemerintah Daerah.

B03

Disosialisasikannya 

Permendagri tentang 

Pembentukan UKPBJ di 

Pemerintah Daerah (UK-

Kemendagri)

Bukti sosialisasi Permendagri 

tentang pembentukan UKPBJ 

Pemda

B06

1. Terbitnya Permenpan 

RB tentang Pembentukan 

UKPBJ di 

Kementerian/Lembaga 

(UK- Kemenpan RB)

2. Sosialisasi Permenpan 

RB tentang pembentukan 

UKPBJ

1. Dokumen Permenpan-RB 

tentang pembentukan UKPBJ K/L

2. Bukti sosialisasi Permenpan-RB 

tentang pembentukan UKPBJ K/L



No
AKSI

PENANGGUNG 

JAWAB

INSTANSI 

TERKAIT

KRITERIA 

KEBERHASILAN

UKURAN 

KEBERHASILAN

UKURAN KEBERHASILAN B03, B06, B09, B12, 

B15, B18,B21, B24 
DATA PENDUKUNG

1 2 3 4 5 6 (Final) 9

A KEUANGAN NEGARA
Peningkatan 

Profesionilitas 

dan Modernisasi 

Pengadaan 

Barang dan Jasa

1.  Lembaga Kebijakan 

Pengadaan 

Barang/Jasa 

Pemerintah

2. Kementerian Dalam 

Negeri

3. Kemen 

Pendayagunaan 

Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi

4. Seluruh Pemerintah 

Daerah

Seluruh 

Kementerian/

Lembaga dan 

Pemerintah 

Daerah

Tercapainya 

tingkat 

kematangan Unit 

Kerja Pengadaan 

Barang dan Jasa 

minimal pada 

level 3 di 100 

Kementerian, 

Lembaga, 

Pemerintah 

Daerah (34 

Provinsi, 12K/L 

dan 54 

kabupaten/kota)

2.Terbentuknya 

UKPBJ struktural di 

Kementerian/Lemba

ga dan Pemda.

B03

1. Terbitnya Peraturan Kepala Daerah seluruh 

Provinsi tentang UKPBJ struktural (UK-Pemerintah 

Provinsi) - 34 Provinsi

Dokumen Peraturan Kepala Daerah 

tentang UKPBJ yang sudah 

ditandatangani

B06

Terbitnya Peraturan Kepala Daerah 

Kabupaten/Kota tentang UKPBJ struktural di 7 

Kabupaten/Kota (UK-Pemerintah Kabupaten/Kota)

Dokumen Peraturan Kepala Daerah 

tentang UKPBJ yang sudah 

ditandatangani

B09

1. Terbitnya Revisi Peraturan Menteri/ Kepala 

Lembaga tentang  Pembentukan UKPJ Struktural 

di 12 K/L yang menjadi sasaran program 

Modernisasi Pengadaan

2. Terbitnya Peraturan Kepala Daerah 

Kabupaten/Kota tentang UKPBJ struktural di 10 

Kabupaten/Kota (UK-Pemerintah Kabupaten/Kota)

1. Dokumen Peraturan Menteri/Kepala 

Lembaga yang telah direvisi

2. Dokumen Peraturan Kepala Daerah 

tentang UKPBJ yang sudah 

ditandatangani

B12

Terbitnya Peraturan Kepala Daerah 

Kabupaten/Kota tentang UKPBJ struktural di 10 

Kabupaten/Kota (UK-Pemerintah Kabupaten/Kota)

Dokumen Peraturan Kepala Daerah 

tentang UKPBJ yang sudah 

ditandatangani

B15

Terbitnya Peraturan Kepala Daerah 

Kabupaten/Kota tentang UKPBJ struktural di 10 

Kabupaten/Kota (UK-Pemerintah Kabupaten/Kota)

Dokumen Peraturan Kepala Daerah 

tentang UKPBJ yang sudah 

ditandatangani

B18

Terbitnya Peraturan Kepala Daerah 

Kabupaten/Kota tentang UKPBJ struktural di 10 

Kabupaten/Kota (UK-Pemerintah Kabupaten/Kota)

Dokumen Peraturan Kepala Daerah 

tentang UKPBJ yang sudah 

ditandatangani

B21

Terbitnya Peraturan Kepala Daerah 

Kabupaten/Kota tentang UKPBJ struktural di 7 

Kabupaten/Kota (UK-Pemerintah Kabupaten/Kota)

Dokumen Peraturan Kepala Daerah 

tentang UKPBJ yang sudah 

ditandatangani



No
AKSI

PENANGGUNG 
JAWAB

INSTANSI 
TERKAIT

KRITERIA KEBERHASILAN
UKURAN 

KEBERHASILAN
UKURAN KEBERHASILAN B03, B06, B09, B12, B15, 

B18,B21, B24 
DATA PENDUKUNG

1 2 3 4 5 6 (Final) 9
A KEUANGAN NEGARA

Peningkatan 

Profesionilitas 

dan 

Modernisasi 

Pengadaan 

Barang dan 

Jasa

1.  Lembaga 

Kebijakan 

Pengadaan 

Barang/Jasa 

Pemerintah

2. Kementerian 

Dalam Negeri

3. Kemen 

Pendayagunaan 

Aparatur Negara 

dan Reformasi 

Birokrasi

4. Seluruh 

Pemerintah 

Daerah

Seluruh 

Kementerian/

Lembaga dan 

Pemerintah 

Daerah

Tercapainya tingkat 

kematangan Unit Kerja 

Pengadaan Barang dan 

Jasa minimal pada level 3 di 

100 Kementerian, Lembaga, 

Pemerintah Daerah (34 

Provinsi, 12K/L dan 54 

kabupaten/kota)

3.  Terpenuhinya 

jabatan fungsional 

pengadaan di setiap 

Kementerian/Lembag

a dan Pemda.

4. Dialihkannya 

seluruh anggota 

Pokja pengadaan 

barang dan jasa di 

Kementerian/Lembag

a dan Pemerintah 

Daerah menjadi 

pejabat fungsional 

pengadaan UKPBJ.

B03

Tersedianya dokumen analisis beban kerja seluruh 

Pokja Pemilihan dan Pejabat Pengadaan yang akan 

diangkat ke dalam JF PPBJ di 

Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Provinsi

Dokumen hasil Analisis 

Beban Kerja

B06

1. Terisinya sistem e-formasi untuk  JF PBJ 

berdasarkan hasil perhitungan analisis beban kerja 

di Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Provinsi 

yang ada dalam target keberhasilan

2. Tersedianya dokumen analisis beban kerja 

seluruh Pokja Pemiihan dan Pejabat Pengadaan 

yang akan diangkat ke dalam  JF PBJ di Pemerintah 

Provinsi/Kabupaten/Kota yang ada dalam target 

keberhasilan

1. Screenshoot input 

kebutuhan Jafung PBJ ke 

dalam sistem e-formasi 

2. Dokumen hasil Analisis 

Beban Kerja

B09

1. Telah terlaksana proses Uji Kompetensi 

Penyesuaian/Inpassing  JF PBJ di semua 

Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Provinsi

2. Terisinya sistem e-formasi untuk  JF PBJ 

berdasarkan hasil perhitungan analisis beban kerja 

di Kementerian/Lembaga dan Pemerintah 

Provinsi/Kabupaten/Kota

1. Bukti pelaksanaan uji 

kompetensi (resume)

2. Screenshoot input 

kebutuhan Jafung PBJ ke 

dalam sistem e-formasi 

B12

1, Terlaksananya proses Uji Kompetensi 

Penyesuaian/Inpassing  JF PBJ di 

Kementerian/Lembaga dan Pemerintah 

Provinsi/Kabupaten/Kota 30%)

2. Terlaksananya pengangkatan ke dalam  JF PPBJ 

di Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Provinsi

1. Bukti pelaksanaan uji 

kompetensi (resume)

2. Dokumen rekap 

pengangkatan JF PBJ yang 

sudah ditanda tangani atasan 

terkait



No
AKSI

PENANGGUNG 

JAWAB

INSTANSI 

TERKAIT

KRITERIA 

KEBERHASILAN

UKURAN 

KEBERH

ASILAN

UKURAN KEBERHASILAN B03, B06, B09, 

B12, B15, B18,B21, B24 
DATA PENDUKUNG

1 2 3 4 5 6 (Final) 9

A KEUANGAN NEGARA
Peningkatan 

Profesionilitas 

dan 

Modernisasi 

Pengadaan 

Barang dan 

Jasa

1.  Lembaga 

Kebijakan 

Pengadaan 

Barang/Jasa 

Pemerintah

2. Kementerian 

Dalam Negeri

3. Kemen 

Pendayagunaan 

Aparatur Negara 

dan Reformasi 

Birokrasi

4. Seluruh 

Pemerintah 

Daerah

Seluruh 

Kementerian/

Lembaga dan 

Pemerintah 

Daerah

Tercapainya 

tingkat 

kematangan Unit 

Kerja Pengadaan 

Barang dan Jasa 

minimal pada 

level 3 di 100 

Kementerian, 

Lembaga, 

Pemerintah 

Daerah (34 

Provinsi, 12K/L 

dan 54 

kabupaten/kota)

3.  Terpenuhinya 

jabatan fungsional 

pengadaan di 

setiap 

Kementerian/Lemb

aga dan Pemda.

4. Dialihkannya 

seluruh anggota 

Pokja pengadaan 

barang dan jasa di 

Kementerian/Lemb

aga dan 

Pemerintah Daerah 

menjadi pejabat 

fungsional 

pengadaan 

UKPBJ.

B15

1. Terlaksananya proses Uji Kompetensi 

Penyesuaian/Inpassing  JF PPBJ di 

Kementerian/Lembaga dan Pemerintah 

Provinsi/Kabupaten/Kota (50%)

2. Terlaksananya pengangkatan ke dalam  JF 

PPBJ pada semua Kementerian/Lembaga dan 

Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota yang 

telah selesai melaksanakan uji kompetensi

1. Bukti pelaksanaan uji kompetensi (resume)

2. Dokumen rekap pengangkatan JF PBJ yang 

sudah ditanda tangani atasan terkait

B18

1. Terlaksananya proses Uji Kompetensi 

Penyesuaian/Inpassing  JF PBJ di 

Kementerian/Lembaga dan Pemerintah 

Provinsi/Kabupaten/Kota (80%)

2. Terlaksananya pengangkatan ke dalam  JF 

PBJ pada semua Kementerian/Lembaga dan 

Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota yang 

telah selesai melaksanakan uji kompetensi

3. Tersedianya Peraturan Kepala Daerah 

mengenai Pemberian Tambahan Penghasilan 

bagi JF PBJ di Pemerintah 

Provinsi/Kabupaten/Kota

1. Bukti pelaksanaan uji kompetensi (resume)

2. Dokumen rekap pengangkatan JF PBJ yang 

sudah ditanda tangani atasan terkait

3. Dokumen Peraturan Kepala Daerah tentang 

UKPBJ yang sudah ditandatangani Pemberian 

Tambahan Penghasilan bagi JF PBJ

B21

1. Terlaksananya proses Uji Kompetensi 

Penyesuaian/Inpassing  JF PBJ di 

Kementerian/Lembaga dan Pemerintah 

Provinsi/Kabupaten/Kota (100%)

2. Terlaksananya pengangkatan ke dalam  JF 

PBJ pada semua Kementerian/Lembaga dan 

Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota yang 

telah selesai melaksanakan uji kompetensi

1. Bukti pelaksanaan uji kompetensi (resume)

2. Dokumen rekap pengangkatan JF PBJ yang 

sudah ditanda tangani atasan terkait



No
AKSI

PENANGGUNG 

JAWAB

INSTANSI 

TERKAIT

KRITERIA 

KEBERHASILAN

UKURAN 

KEBERHASILAN

UKURAN KEBERHASILAN B03, 

B06, B09, B12, B15, B18,B21, B24 
DATA PENDUKUNG

1 2 3 4 5 6 (Final) 9

A KEUANGAN NEGARA
Peningkatan 

Profesionilit

as dan 

Modernisasi 

Pengadaan 

Barang dan 

Jasa

1.  Lembaga 

Kebijakan 

Pengadaan 

Barang/Jasa 

Pemerintah

2. Kementerian 

Dalam Negeri

3. Kemen 

Pendayagunaan 

Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi

4. Seluruh 

Pemerintah Daerah

Seluruh 

Kementerian/

Lembaga dan 

Pemerintah 

Daerah

Tercapainya tingkat 

kematangan Unit Kerja 

Pengadaan Barang dan 

Jasa minimal pada level 

3 di 100 Kementerian, 

Lembaga, Pemerintah 

Daerah (34 Provinsi, 

12K/L dan 54 

kabupaten/kota)

5. Dilaksanakannya 

pengukuran kematangan 

Unit Kerja Pengadaan 

Barang dan Jasa di 100 

Kementerian/Lembaga 

dan Pemerintah Daerah

B03

1. Terdiseminasikannya pedoman 

pengukuran kematangan UKPBJ oleh 

LKPP kepada seluruh K/L dan Pemda

2. Penetapan 100 K/L dan Pemda 

yang menjadi sasaran pengukuran 

tingkat kematangan UKPBJ (berbasis 

resiko)

1. Laporan diseminasi pedoman 

pengukuran kematangan UKPBJ di K/L 

dan Pemda

2, Daftar 100 K/L dan Pemda yang 

menjadi sasaran engukuran tingkat 

kematangan UKPBJ

B06

1. Terlaksananya penilaian mandiri 

100 K/L/Pemda

2. Tersusunnya rencana aksi 

peningkatan kematangan 100 

K/L/Pemda

3. Tersusunnya Agenda Prioritas 

1. . Dokumen rekap hasil penilaian 

mandiri 100 K/L/Pemda

2. Dokumen rencana aksi

3. Dokumen agenda prioritas

B09-B21

Laporan kemajuan pelaksanaan 

pengukuran tingkat kematangan 

UKPBJ di 100 K/L dan Pemda 

menuju Level 3

Laporan pelaksanaan pengukuran tingkat 

kematangan UKPBJ K/L/Pemda menuju 

level 3

B24

Tercapainya tingkat kematangan 

UKPBJ level 3 di 100 K/L/Pemda

Resume laporan 100 K/L/Pemda yang 

mencapai tingkat kematangan 3 yang 

telah ditandatangani pejabat terkait



RENCANA AKSI PENGANGKATAN 

JABATAN FUNGSIONAL PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA

Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah: .........................................................................

NO KEGIATAN RINCIAN KEGIATAN/AKTIVITAS
BUKTI/DOKUMEN 

DUKUNG

TARGET 

WAKTU
PIC

1 Penghitungan 

kebutuhan formasi 

JF PPBJ sebagai 

Pokja Pemilihan di 

UKPBJ dan Pejabat 

Pengadaan di 

Satker/OPD

1. Melakukan Analisis Jabatan (Anjab) Hasil Anjab untuk 

setiap jenjang JF 

PPBJ

Unit Organisasi 

koordinasi 

dengan UKPBJ 

dan Unit 

Kepegawaian

2. Menyusun Peta Jabatan Dokumen Peta 

Jabatan

Unit Organisasi

3. Melakukan Analisis Beban Kerja (ABK) 

menggunakan Perka LKPP No. 14 Tahun 

2013 tentang Pedoman Penyusunan 

Formasi JF PPBJ

Hasil ABK berupa 

kebutuhan formasi 

per jenjang JF PPBJ

Unit Organisasi 

koordinasi 

dengan UKPBJ 

dan Unit 

Kepegawaian

4. Menginput hasil penghitungan ABK pada 

e-formasi Kemen PAN-RB 

sdma.menpan.go.id sebagai syarat 

pengajuan Penyesuaian/Inpassing 

Screenshot 

pengisian e-formasi 

pada 

sdma.menpan.go.id

Paling lambat 

pengajuan 

Penyesuaian/ 

Inpassing JF 

PPBJ Oktober 

2020

Unit 

Kepegawaian 

dan UKPBJ



RENCANA AKSI PENGANGKATAN 

JABATAN FUNGSIONAL PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA

Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah: .........................................................................

NOs KEGIATAN RINCIAN KEGIATAN/AKTIVITAS BUKTI/DOKUMEN DUKUNG TARGET WAKTU PIC

2 Pengangkatan 

JF PPBJ

1. Pengangkatan melalui 

mekanisme Penyesuaian/Inpassing 

JF PPBJ

a. Mengidentifikasi PNS yang 

memenuhi persyaratan 

Penyesuaian/Inpassing

b. Menunjuk Admin Pejabat 

Pembina Kepegawaian untuk 

pengajuan Penyesuaian/Inpassing 

melalui ppsdm.lkpp.go.id

c. Mengajukan PNS yg diusulkan 

mengikuti Penyesuaian/Inpassing

d. PNS yang diusulkan 

Penyesuaian/Inpassing mengikuti 

Uji Kompetensi 

Penyesuaian/Inpassing

1.Admin mengajukan 

Penyesuaian/Inpassing pada situs LKPP 

ppsdm.lkpp.go.id yang menunjukkan sudah 

mengisi formasi per jenjang sesuai formasi 

yang diinput pada e-formasi Kemen PAN-RB

2. Admin mendaftarkan PNS yg diusulkan 

mengikuti Penyesuaian/Inpassing

3. Admin memilih jadwal Uji Kompetensi 

Penyesuaian/Inpassing

4. Peserta yang lulus Uji Kompetensi 

diangkat ke dalam JF PPBJ

Paling lambat 

pengajuan 

Penyesuaian/ 

Inpassing JF PPBJ 

Oktober 2020

 Unit 

Kepegawaian

 UKPBJ

2. Usulan pengangkatan melalui 

formasi CPNS

Usulan pengajuan formasi JF PPBJ setiap 

penerimaan CPNS

Setiap penerimaan 

CPNS

Unit Kepegawaian

3. Usulan pengangkatan melalui 

perpindahan dari jabatan lain

Usulan perpindahan dari jabatan lain ke JF 

PPBJ

sepanjang waktu Unit Kepegawaian
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